. Men’imbang

Mengingat

" PERATURAN BUPATI BENGKALIS -
“NOMOR 26 TAHUN 2012
| TENTANG ‘

» PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

. KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
’ KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012 ‘

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| g BUPATI BENGKALIS -

bahwa dalam rangka mendukung operasuonal dan menlngkatkan pelayanan ‘

~ penyediaan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada - o

‘masyarakat, - dipandang pedu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah

Kabupaten Bengkalis kepada - Perusahaan Daerah Alr Minum (PDAM):

Kabupaten Bengkalls Tahun 2012;

- bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam huruf a‘
“perdu menetapkan Peraturan Bupati . tentang -‘Pemberian Dana Subsidi
" Pemerintah Kabupaten Bengkalis - kepada ‘Perusahaan Daerah Air Minum - -

(PDAM) Kabupaten Bengkahs Tahun 2012

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan  Daerah

‘Otonom Kabupaten dalam" lingkungan Daerah. Provinsi Sumatera Tengahf -
(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 1956 Nomor 25), ‘

.. Undang- Undang Normor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah -
+_(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan R
- Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 2387)

3. 'Undang Undang Nomor 28 Tahun\1999 tentang Penyelenggaraan Negara -
~Yang Bersih dan’ Bebas dari - Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran . e

. Negara Republik Indonesia: Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran' ST
oE ‘Negara Republlk Indonesxa Nomor 3851) : '

‘Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara -
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4286); .

Undang Undang Nomor 1 “Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara"
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 5, Tambahan'

- Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4355);

Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaanr -
dan Tanggungjawab Keuangan Negara .~ (Lembaran -Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 -Nomor| 66, Tambahan Lembaran Negara Republk - -
IndoneSIa Nomor4400) o : :



Undar:ig-Undahﬁgk Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan - - Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); . S e c

' ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenfang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ‘Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); SR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011'tentan'g Pembentukan Peraturan

‘ Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 -

10.
~ Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005'tentang' Pengelolaan Keuangan

Tambahan Lembaran Neg.ara Republik Indonesia - Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ‘trehtahg Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara -

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *(Lembaran ‘Negara . Republik
“Indonesia Tahun 2007 Nomor. 82, Tambahanf‘l_’embaran_Negara Republik -

13,
14,

.15,

17.
- 18.

19

' 20.

. Republik Indonesia Nomor 4503) ;
12,

Peraturan Pemerintah NOmo} 38 Tahun 2007 tentang Pembagiah Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi .. dan

Indonesia Nomor 4737); - -

Pératuran Presiden‘Nor_‘nor 16 Tahun 2005 tentang Péngembangah Sistem

“Penyediaan Air Minum ;

Peraturan Menteri Pekerjé\:;m Umum Nomor 284/PRT/2005  tentang Badan
Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ; ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman -
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 7

~ terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

~

-+ Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -
16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri*Nomor 23 Tahun 2006 tentang -
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM :-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan’

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47‘TahL:|n 1999 '_tentang ‘Pedoman
Penilaian Perusahaan Daerah Air Minum; . - G : o

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkalis Ndmor 4 Tahun
1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 1994 Nomor....);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nom6r101‘~Tahun‘ 2012 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja -Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
- Anggaran2012;. T ~

21.

Peraturan Bupati Bengkalis NOmor 04 Tlahdnv 2012 ientahg Pehjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran2012. - IR R I RS o



. Menetapkan :

MEMUTUSKAN

ZJ‘PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI
' PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH

e - AR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012,

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatn ini yang dlmaksud dengan

| -1.- Daerah adalah Kabupaten Bengkahs :
Lo 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalls dan Perangkat Daerah

Lsebagal unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah

-3 Bupatiadalah Bupati Bengkalis.

4. Perusahdan Daerah Air Mlnum yang selanjutnya dlsebut PDAM adalah
~ Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkahs yang bergerak dibidang
pelayanan air minum.

5. Air Minum adalah air mlnum produksn PDAM .
T 6 Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Bengkalls
T SubS|d| adalah dana yang dlgunakan ‘untuk bantuan biaya produksi air

kepada perusahaan agar ‘harga jual produkS| lj Jasa yang dlhasdkan dapat
‘tenangkau oleh masyarakat banyak s TR

BAB II :
MAKSUD DAN TUJ UAN

Pasal 2

(1) Maksud Pembenan SubSIdl Pemerintah Daerah adalah untuk mendukung

‘operasional PDAM dan penlngkatan pelayanan ar minum kepada
masyarakat S ‘

e “(2) Tujuan Pemenntah Daerah memberlkan dana - SUbSldl kepada

- PDAM adalah- menekan biaya produksi air ‘minium- sehlngga air
yang dlhasnkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

‘ SR BAB ||| ‘ B
PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Pemenntah Daerah mengalokasxkan dana SUbSIdI kepada PDAM untuk e
Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.10.568.950.677,00 (Sepuluh Milyar Lima .

'Ratus Enam Puluh Delapan Juta. Sembllan Ratus lea Puluh Rlbu Enam ‘
Ratus TUJuh Puluh Tu;uh Ruplah) ~ o

(2) Penyaluran Dana Subsidi dlbenkan berdasarkan Permohonan Permnntaan

- yang digjukan oleh plhak PDAM



4

BAB IV
TATA CARA PEMBER!AN

Pasal 4
- (1) PDAM me’ngajUKan permintaan 'penCairan déné ‘s"ubsid‘i képada Bupati ;

‘511_(2) Bupatl melalui pejabat - berwenang memndaklanjutl sesuai dengén
5 persyaratan dan ketentuan yang berlaku N ' : | '

: BAB V : :
PENGELOLA DANA SUBSIDI ;

Pasal 5

g :Z;' : Dana SubSIdI sebagalmana dlmaksud pada Pasal 3 sepenuhnya dlkelola oleh
 PDAM IR S _ .

" BABV
PENGAWASAN
;"'P‘aséléi;‘ -

() Bupatl melakukan pengawasan terhadap dana SUbSldI yang dlbenkan dan '
- dikelola oleh PDAM ; B

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagalmana d|maksud pada ayat (1)

Bupati menunjuk Badan- Pengawas PDAM untuk melaksanakan keglatan
~sesuai dengan ketentuan yang beriaku. _‘ - :

R Pas,a|7§

,f'_f,_;‘DaIam rangka pengawasan terhadap dana su3|d| maka Badan
- Pengawas PDAM sebagai pejabat yang mewakili Pemenntah Daerah
.~ dalam kegiatan - tersebut’ benanggungjawab kepada Bupati dan

-+ melaporkan pelaksanaan tugasnya secara. berkala atau sewaktu-

: 'waktu jika dlperlukan o

| ; Pasal 8 .

o Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penenma Subsndnl

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana SUbSldl kepada
“Bupah : o . o .



"BAB VIl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar»‘ setiap  orang " dapat
},pengundangan Peraturan Bupati
~ Berita Daerah Kabupaten bengka

mengetahumya, memenntahkan ‘
ini dengan penempatannya dalam
|lS L

Dltetapkan d| Bengkahs
pada tanggal 3\ WEl 20\

H HERLIYA SALEH

Dlundangkan d| Bengkalls ‘
pada tanggal 3\ wve\ go\'z,

| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS i

1, ASMARAN HASAN &
1 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19550720 198003 1 oos |

; BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 26 : ,



